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ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu
tindak pidana serius yang tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak
sebagai pelaku. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menimbulkan
persoalan hukum yang kompleks karena anak tetap dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana, namun pada saat yang sama harus memperoleh
perlindungan khusus sesuai dengan prinsip sistem peradilan pidana anak. Oleh
karena itu, proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika harus dilakukan secara hati-hati agar penegakan hukum tetap berjalan
tanpa mengabaikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika
dalam sistem hukum pidana di Indonesia, proses penyidikan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat, serta penerapan ketentuan
hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika di Polres Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan penyidik
pembantu Polres Langkat, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak
pidana narkotika tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti
memenuhi unsur tindak pidana, namun pertanggungjawaban tersebut harus
memperhatikan usia, peran, tingkat kesalahan, kondisi psikologis, dan prinsip
perlindungan anak.

Proses penyidikan di Polres Langkat dilakukan melalui tahapan
penerimaan informasi, penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti,
pemeriksaan anak, pemeriksaan saksi, penyusunan berita acara pemeriksaan,
penahanan apabila memenuhi syarat, dan penyusunan berkas perkara. Penerapan
ketentuan hukum dalam proses penyidikan dilakukan dengan mengacu pada
KUHAP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak, sehingga penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian
tindak pidana, tetapi juga memperhatikan pendampingan, perlakuan khusus, serta
kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: pertanggungjawaban hukum, penyidikan, anak, tindak pidana
narkotika
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ABSTRACT

lllicit drug abuse and trafficking represent severe criminal acts that
increasingly involve minors as perpetrators rather than mere victims. The
involvement of juveniles in drug offenses creates a complex legal dilemma: while
minors remain subject to criminal liability, they are simultaneously entitled to
special protection under the principles of juvenile justice. Consequently, pre-trial
criminal investigations involving juvenile narcotics offenders must carefully
balance rigorous law enforcement with the child’s fundamental rights and best
interests.

This study analyzes the framework of legal liability for children in conflict
with the law (CCL) accused of drug offenses under Indonesian criminal law,
evaluates the investigative procedures executed by the Langkat Regional Police
Department, and examines the application of statutory norms during these
investigations. Utilizing an empirical legal research design combining statutory
and conceptual approaches.

Primary data were obtained via qualitative interviews with investigators
and assistant investigators at the Langkat Regional Police Department,
complemented by secondary analysis of primary, secondary, and tertiary legal
materials. The findings demonstrate that juvenile offenders bear criminal
responsibility provided all statutory elements are fulfilled; however, liability must
be calibrated against age, degree of participation, culpability, psychological
maturity, and child protection principles.

The investigative procedure at the Langkat Regional Police Department
encompasses information gathering, initial inquiry, arrest, evidence seizure,
interrogation of the juvenile, witness examination, drafting of examination
records (berita acara pemeriksaan), conditional detention, and case file
compilation. Statutorily, investigators integrate the Criminal Procedure Code
(KUHAP), the Narcotics Law, and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal
Justice System (SPPA), ensuring that investigative practices prioritize procedural
safeguards, mandatory legal assistance, special handling, and the best interests of
longside evidentiary goals.
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